






B. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur

Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Pegunungan Nomor: 37 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (Bukti PT-2);

G. Bahwa TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Pegunungan telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di

Tingkat Provinsi dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Papua Pegunungan Nomor: 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024,

tertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT (Bukti PT-3), dengan perolehan

suara masing-masing pasangan sebagai berikut:

Tabel 1 

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Provinsi Papua Pegunungan 

Nomor Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 
Urut 

1 Dr. (HC) John Tabo, SE.,MBA dan 720.925 
Dr. Ones Pahabol, SE.,MM 

2 Befa Yigibalom, SE., M.Si dan 564.280 
Natan Pahabol, S.Pd 

Total Suara 1.285.205 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Pihak Terkait menempati Urutan Pertama 
dengan jumlah perolehan suara 720.925. 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait memiliki 

Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 

293/PHPU.GUB-XXlll/2025 yang diajukan oleh Pemohon (Befa Yigibalom dan 

Natan Pahabol) 
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II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan

pemeriksaan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

pemilihan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan

Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang

secara tegas menyatakan: " .. . perkara perselisihan penetapan pero/ehan

suara tahap akhir hasi/ pemilihan diperiksa dan diadili o/eh Mahkamah

Konstitusi."

2) Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon adalah perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Galon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, sehingga menurut Pemohon

Mahkamah Kosnstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Galon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Galon Bupati dan Wakil Bupati/Galon Walikota dan Wakil

Walikota;

3) Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait,

Pemohon lebih banyak menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

pada saat penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya 

SENGKETA PROSES PEMILIHAN, bukan merupakan 
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merupakan 

perselisihan 




















































